
a bahwa untuk melaksanakan kecentuan Pasal 20 ayat 3 
Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 
l<Jasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerab, pcr!u menetapkan Peraruran Bupati Sarolangun 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Oaerah; 

b, bahwa berdasarkan surat Gubemur Jambi Nomor. S- 
061 / 107 /SETDA.ORQ.2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 
2018 tentang Pcrserujuan Pembentukan Unit Pelaksana 

teknis Oaerab Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, 
sebagaimana tercantum dalam lampira.n rekomendasi urut 
IV angka I (satu) pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui 

dibentuk UPTD dengan Tipclogi A; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 

dalam hum! a, dan hum! b perlu mcnetapkan Peraturan 
Bupati tentaog Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Oaerah lnstalasi Farmasi Pada Dinas 
Keschatan Kabupatcn Sarolangun; 

BUPATI SAROLANGUN, 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
TATA KERJA UNIT PEI.AKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASl FARMASI 

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN 

TENTANG 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMBI 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR \1- TAHUN 2018 

.i 'JLI PS!ATURM 6iJPJ.II 



Indonesia Tahun 2014 Namer 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimaoa telah 
bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Namer 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembahan Negara 

Repuhlik Indonesia Nomor 2036); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Namer 5 Tahun 

2016 tentang Pemhentukan clan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupatcn Sarolangun Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimaoa telah diubah deogao 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Namer 10 tahun 

ten tang 
Republik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daearh (Lembaran Negara 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Namer 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5484); 

&.~lf Pf11w1111~ our An) 
1. Undang-Undang Namer 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabuparen Sarolangun, Kabupatcn Tebo, 
Kabupateo Muaro Jambi dan Kabupatcn Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimena telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 81 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

2. Undang-Undang Namer 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

Mengingat 



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pcnyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun. 
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sarolangun. 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD 

lnstalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana 
teknis operasional Dinas Kesebatan di lapangan. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi adalah Kcpala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Parmasi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sarolangun. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I . Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah pcnyelenggaraan urnsan pemerintahan, oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah menurut azas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia se bagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUOUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

INSTAI.ASI FARMASI PADA DINA$ KESEHATAN KABUPATEN 

SAROLANGUN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

1.'.lt.VI flfJIATUllA'i 8UPATI 

7. 2017 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembcnrukaa clan Klasilikasi Cabang 
Dinas clan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 



BAB ill 

KE-OUDUKAN 

Pasal 3 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi berkedudukan sebagai 

pelaksana tugas operasional Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun. 
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi dipimpin oleh seorang 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi berada dibawah dan 

bertangung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

BABN 
SUSUNAN ORGANlSASJ 

Pasal 4 

(I) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Jnstalasi Farmasi terdiri 
dari: 
a. Kepala UPl'D; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J huruJ' a merupakan 
jabatan eselon Na. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
merupakan jabatan eselon Nb. 

(4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimaoa dimaksud pada ayat (11 berada dibawah 
dao bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Tcknis Dacrah lnstalasi Farmasi dan 
Perbekalan Kesehatan sebagaimana tercanrum dalam L.ampiran Peraturan 

Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Dengan Peraturan Bupati ini dibencuk Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi 
Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun. 

BABU 

PEMBENnJKAN 

PasaJ 2 

(r!Jl'tlt:l PEl!IJURA!V OUPATI) 

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah 
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Unit 
Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sarolangun. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Fannasi adalah Unit Pelaksana 

Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan 
pengelolaan sediaan farmasi. 



merencana.kan, menerima, meyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan 
barang, persediaan obat dan perbekalan kesehatan Jainnya yang digunakan 
untuk melaksanakan program kesehatan di Kabupaten Sarolangun. 

(2) Untuk menyelenggarakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11, 
Kepala Unit Pela.ksana Teknis Oaerah lnstalasi Farmasi mempunyai fungsi : 
a. menyusun dokumcn perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

lnstalasi Farmasi sesuai ketentuan berlaku sebagai bahan perumusan 
dokumen perencanaan; 

b. menyusun rancangan kebijakan tcknis Unit Pelaksana Tcknis Daerah 
lnstalasi Farmasi yang berpedoman kepada kctentuan yang berlaku 
sebagai bahan rumusan; 

dalam pelaksanaan mcngkoon:linasikan mengawasi, memimpin, 

Bagian Kesaru 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Jnstalasi Farmasi 

Pasal 6 
(I) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Jnstalasi Farmasi mempunyai tugas 

BABV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi mempunyai tugas pokok 

rnelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis 
penunjang tertenru dinas dalam pengelolaao sediaan farmasi. 

(2) Untuk mcnyelenggarakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II, Unit 
Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, pcnyimpanan, pemeliharaan, 

pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan; 
b. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pencatatan dan pelaporan 

mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; 
c. Pelaksanaan pengamatan tcrhadap muru dan khasiat obat secara um.um; 
d. Penyusunan anggaran pelaksanaan, pengembangan dan opcrasional 

menjadi kegiatan tahunan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sarolangun; 

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi; 
f. Pelaksanaan penataao dan pengelolaan barang-barang inventaris; 

g. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan secara periodik kepada 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sarolangun; 

h. Pelaksanaan rugas Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kcsehatan 

Kabupaten Sarolangun. 

i"l'Jlio,.,J flERAiilllAII' BUPATI 



Bagiaa Kedua 
SUb Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 
(J) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melaksanakan urusan umum, 

kepegawaiaa, keuaagaa, adminisrrasi data dan pelaporan. 

(i,Jr.ur PfRAIIJ(IA~ UlJPAT] 
c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis 
Daerah lnstalasi Farmasi sesuai ketenruan berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun dan menandatang;ani perjanjian kinerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah lnstalasi Farmasi secara berjenjang sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e, menyusun rencana kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah 
lnstalasi Farmasi sesuai pctunjuk pelaksanaan dan perunjuk teknis 
sebagai pcdoman pclaksanaan kegiatan; 

f. melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi 
berpedoman pada rencana kegiatan operasional scsuai sasaran yang 
telah ditetapkan; 

g. melaksanakan penatausahaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, 
penerimaan, pcnyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, 

monitoring dan evaluasi; 
h. melaksanakan fasilitasi teknis kepada perugas pengelola obat di UPTD 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

1. mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi 
Farmasi berpedoman pada kctcntuan yang bcrlaku sesuai standar 
pelayanan minimal yang telah diretapkan; 

J· mclaksanakan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi 
Farmasi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang; 

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
lnstalasi Farmasi sesuai dokumen perencanaan yang telah di!etapkan 
sebagai bcntuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

I. membagi dan mengatur rugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan penilaian prestasi kerja tcrhadap sasaran kerja pcgawai 
dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai ccrminan 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan terkait dengan 
mgasnya. 



(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (l), Sub 
Bagian Tata Usaha mempunyai rugas: 

a.. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksana.kan pemecahan yang berkaitan urusan 
umum, kepegawaian, keuangan, adminstrasi data dan pelaporan; 

b. merencanakan, mela.ksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan sub bagian; 
c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbicgan dan pembinaan serta petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 
administra.si data dan pelaporan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 
perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta 
permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 

e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, 
penggandaan dan pendistribusian; 

r. memberikan pelayanan penerimaan tamu dan kehumasan; 
g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan 

pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 
h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang 

rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana 
kantor; 

1. menyusun analisa keburuhan pemeliharaan gedung dan sarana/ 
prasarana kantor; 

j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana/ 
prasarana kantor; 

k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan 
dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor; 

I. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan 
pelatihan pegawai; 

m. melaksanakan fasilitas penyusunan infonnasi jabatan dan beban kerja; 
n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; 
o. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi 

di tingkungan UPfD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

~t·111;11 PERATVSIM' llllPAT! 



BAB VIII 

TATA KERJA 

Pasal IO 

( l) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Kepala UPrD wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan. 

(3) Pembinaan Teknis F'ungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan. 
(4) Kepala UPTD Berkewajiban memimpin bawabannya dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagj pelaksanaan tugas bawahan. 
(5) Kepala UPTO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara 

berkala kepada atasannya. 
(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dijadikan 

bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

BAB Vil 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAI.J\M JABATAN 

Pasal 9 
(I) Kepala UPTD clan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati atas usu! Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-pcrunclangan yang berlaku. 

(2) Kcpangkatan dan Jabatan Kcpala UPrD dan Sub Bagian Tata Usaha 
ditetapkan sesuai dcngan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

ll'f.·i. r PfJ<IJIIIlA~ DUl'ATI 
BABVI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 8 
(!) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (lJ huruf c 

tercliri dari : 
a. Jabatan Fungsional Keahlian; 
b. Jabatan Fungsional Kcrrampilan. 

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelaksana rugas bersifat mandiri. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional senior dan dalam melaksanakan rugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala UPl'D. 

(4) Jumlah jabatan fungsiooal diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
(5) Jenis clan jenjang jabatan fungsional diarur berdasarkan peraturan 

pcrunclang-unclangan yang bcrlaku. 



SERITA OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

THABRO 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tangga! /6 :l".WAtt 2018 

SEKRE'l'ARIS OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal It.~ .. .,.,..... 2018 r BUPATI AROLANGUN, 

--- CEKENDRA 

Tl'.LAB OlTELlT! KEBEIIARA..,NYA 
1J.~1Q..-. . ...._ ~ ril.!t..t.~ 0,\,\ tw.l VJ, - 

1J.-. - - - .. - .... AHMAO,'fASPJ Srti 
NIP lt6' ..... tf i-.. - .,,; liiHIIHS,t~Ht;;; 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Sarolangun. 

BAB IX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 11 

[IIIINlJI PERMlllMII IIUP~TI) 

(7) Setiap laporan disampaikan kcpada pcjabat lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(8) Kepala UPTD mengawasi kinerja bawahannya clan mengambil langkah­ 

langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang bcrlaku. 



AAROLANGUN, 

CEKENDRA 

Tl:LAH DiT£LIT! KEBENARAl'CNYA 
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Garis Komando 
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' 
KEL0~1POK JA8ATAN 

FUNG SIONA!. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASJ 

UPID INSTALASI FARMASI 
TlPELOGI A 

LAMPlRAN PERAl'IJRAN 8UPAT1 SAROLANGUN 

NOMOR '" TARUN2018 
TANGGAL I~:!•""•"' 2018 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN. 


